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ABSTRAK 
Wadjedah Nursyamsi (B 111 10 382), judul skripsi : Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang 
Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.1274/Pid.B/2013 
/PN.Mks), dibawah bimbingan bapak Andi Sofyan selaku pembimbing I 
dan ibu Dara Indawati selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana 
materil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 
dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
1274/Pid.B/2013/PN.Mks dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 1274/Pid.B/2013/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung 
dengan pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah 
menangani perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 
anak, serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan 
masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 
anak. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah 
buku-buku, literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan 
dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) 
Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan 
pembertan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 1274/Pid.B/2013/PN.Mks yaitu melanggar Pasal 363 ayat 
1(satu) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.(2) Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 1274/Pid.B/2013/PN.Mks berdasarkan alat-alat bukti yakni 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang 
diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta- fakta yang terungkap dalam 
persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan tidak bertujuan 
untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak 
pidana,melainkan untuk memberikan efek jera agar anak itu tidak 
mengulangi perbuatan tersebut dan menjadikan anak tersebut menjadi 
lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek 
kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.  
Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala 
tingkah laku individu diatur oleh hukum , baik hukum yang berlaku di suatu 
daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh 
Indonesia. Hal ini berarti hukum  tidak terlepas dari pengaruh timbal balik 
dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. 
Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang 
satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan 
Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, 
tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan 
kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Tapi pada 
kenyataanya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. 
Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai 
alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap 
mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah 
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Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang 
mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering 
menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Adapun usaha manusia 
untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan atau 
mengurangi laju terjadinya kejahatan. 
Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar 
hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, 
salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan dimana 
hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun media 
massa. 
Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah 
satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana 
pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan 
pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana 
yang sering kali dilakukan oleh anak dengan berbagai macam latar dan 
dorongan yang menjadi penyebabnya. 
Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang 
ekonomi, kondisi-kondisi kemisikinan dan pengangguran secara relatif 
dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan 
atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya 
tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani. 
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Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 
365 KUHP dinamakan dengan pencurian dengan kualifikasi. Wiryono 
Projodiroro menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian 
tersebut dilakukan dengan cara tertentu. R. Soesilo menggunakan istilah 
“pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat, 
bahwa karena sifatnya pencurian itu diperberat ancaman pidananya. 
Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu 
barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian 
mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun 
semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam 
keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. 
Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus 
tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja 
ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal 
sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 
perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. 
Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang 
membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban 
sosial. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan 
memberatkan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang 
Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan 
No.1274/Pid.B /2013 /PN.Mks)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak 
dalam studi kasus Putusan No. 1274/Pid.B/2013/Pn.Mks?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pencurian 
dengan pemberatan dalam studi kasus Putusan No. 
1274/Pid.B/2013/Pn.Mks. 
  
C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 
dilakukan oleh anak dalam studi kasus Putusan No. 
1274/Pid.B/2013/Pn.Mks. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku 
pencurian dengan pemberatan dalam studi kasus Putusan No. 
1274/Pid.B/2013/Pn.Mks. 
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Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Secara Akademis/ teoritis 
Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia 
terutama masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan yang di lakukan oleh anak di Kota Makassar. 
2. Secara Praktis 
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 
dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya 
menyelesaikan permasalahan tindak pidana pencurian di 
Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
 Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut 
ketentuan pidana hukum materiil, khusus dalam tulisan ini pengertian 
tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai apa itu 
delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 
pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap terdakwa 
pelaku tindak pidana. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Tindak pidana pengertiannya biasa disamakan dengan peristiwa 
pidana atau delik. Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah strafbaarfeit. 
Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang- undang 
menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak 
pidana.1 
 Adami Chazawi menerangkan bahwa di Indonesia sendiri dikenal 
ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar 
feit. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
                                                             
1 Bambang Poernomo, 1994, Asas- asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90 
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undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit antara lain adalah tindak pidana, 
peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah 
perbuatan pidana.2 
 Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari 
tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
 Secara letterlijk, kata ”straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa 
Belanda “feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan “strafbaar” 
berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” 
dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum”. 
 Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari 
bahasa Latin yakni delictum dan dalam bahasa Belanda disebut delict. 
Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai 
berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”.3 
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 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 67-69 
3 Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktik hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7 
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Mengenai “delik” dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana 
masing- masing memberi defenisi sebagai berikut4 : 
1. Vos           : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasakan undang-undang. 
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman 
terhadap hak- hak orang lain. 
3. Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak sengaja oleh seseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggung 
jawabkan dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
 E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” dengan 
menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun 
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena “peristiwa” adalah 
pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian 
yang tertentu saja.5 
 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.6 
 Moeljatno menyatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat 
disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan strafbaar feit,yang 
meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya, criminal act itu berarti 
kelakuan dan akibat, yang disebut juga actus reus.7 
                                                             
4 ibid, Laden Marpaung, Hlm 8 
5 Ibid, Laden Marpaung, hlm 7 
6
 Ismu Gunadi Widodo, Jonaedi Efendi,2011, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 
1), Medio Januari, Surabaya, Hlm. 40. 
7 Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm96 
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 Marshall menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah pebuatan 
atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan 
dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep 
KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam 
konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, 
selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau 
bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana 
selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.8 
 Dalam mengemukakan arti strafbaarfeit sendiri, dijumpai adanya 2 
pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.9 
Pandangan Monistis, melihat dari keseluruhan syarat yang merupakan 
sifat yang dapat dipidana, artinya seseorang yang dikatakan telah 
melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut sudah dapat 
dipidana. Menurut pandangan ini yang disebut tindak pidana atau 
perbuatan pidana sudah mencakup perbuatannya, oleh sebab itu ia dapat 
dipenjara. Ahli hukum yang berpandangan monisme antara lain, JE 
Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. Van Schravendijk, Simons, dan lain-
lain.10 
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 Mahrus Ali, 2011,Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 98 
9
 James Pardede, 2007, Diktat Hukum Pidana, Universitas Bung Karno, Hlm 21 
10 Adami Chazawi, op.cit., Hlm 75 
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 Pandangan dualistis justru berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut adalah hanya 
perbuatannya saja, sedang pertanggungjawaban dan kesalahanya tidak 
termasuk pada perbuatan pidana dimaksud. Menurut pandangan dualistis 
yang yang diancam pidana itu adalah perbuatan yang diancam pidana 
dalam ketentuan undang-undang atau hanya berupa rumusan undang-
undang saja. Artinya terhadap suatu perbuatan pidana belum dapat 
diatuhkan pidana, bila tidak ada orangnya dan pada orang yang dimaksud 
dan harus ada sifat melawan hukum atau kesalahan pada orang itu.11 
 Sebenarnya pemakaian istilah yang berbeda-beda ini tidak 
menimbulkan permasalahan, yang terpenting diketahui apa yang menjadi 
pengertiannya. Pada umumnya istilah yang digunakan sekarang ini adalah 
“Tindak Pidana”. Tindak pidana itu sendiri dapat diartikan berupa suatu 
tindakan yang melanggar hukum, yang pelakunya sendiri dapat dikenakan 
sanksi pidana. 
 Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik 
itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam 
dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka dalam 
tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut 
doktrin, unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua unsur, yaitu : 
                                                             
11 James Pardede, op.cit., Hlm 22 
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a. Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku 
termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya.12 Unsur ini terdiri dari : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk, yakni kesengajaan 
sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan keinsafan 
pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan 
dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).13 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan. 
4) Merencanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti yang tedapat dalam Pasal 308 
KUHP. 
 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas14 : 
1) Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif atau perbuatan 
positif (act) dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan 
(omission). 
2) Akibat (result) perbuatan manusia. 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan- kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan- keadaan (circumstances). 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan menjadi 
keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan 
setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat 
melawan hukum adalah apabila perbuatan pelaku itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan 
larangan atau perintah. 
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 Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 50-51 
13
 Leden Marpaung, op.cit., Hlm 9 
14 Ibid, Leden Marpaung, Hlm 9-10 
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 Moelyatno menyatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan 
pidana terdiri dari15 : 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau kedaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang obektif. 
Unsur melawan hukum yang menunjuk pada keadaan lahir atau 
objektif yang menyertai perbuatan. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seorang pelaku 
kejahatan itu sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak 
dinyatakan dari hal-hal lahir,tetapi tergantung pada niat seseorang 
pelaku kejahatan itu sendiri. 
 
C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 
362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai 
benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena 
kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”. 
 
  Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa 
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal 
dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah 
perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” 
(wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan 
jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.16 
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 Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia,Liberty, Jakarta, Hlm.104 
16
 Wiryono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, 
Bandung, Hlm  14 
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah 
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya 
dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, 
cara,dan perbuatan. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian 
Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana 
pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang 
terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai 
dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa 
jenis, yaitu :  
a.  Tindak Pidana Pencurian biasa  
Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum 
pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. 
Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut :  
 “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan 
ratus rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian 
biasa adalah :  
1. Mengambil 
2. Suatu barang. 
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum  
 
14 
b. Tindak Pidana Pencurian ringan   
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari 
pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah 
dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi 
diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP 
yang menentukan :  
 “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 
4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian 
ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur 
pencurian ringan adalah :  
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362). 
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama; atau  
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke 
dalam tempat kejahatan atatu untuk mencapai benda yang hendak 
diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, 
pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah 
palsu atau jabatan palsu. 
 
Dengan syarat :  
1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah. 
2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman 
3. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah.  
 
Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari 
dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa 
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Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah 
menjadi dua ratus lima puluh rupiah. 
 
c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-
orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk 
memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam 
kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu 
juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang 
telah dicuri. 
(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun: 
1. jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di 
dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah 
pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah 
tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas 
kereta api atau trem yang bergerak. 
2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, 
orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran 
atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, 
suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu. 
4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat 
pada tubuh. 
(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, 
jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang. 
(4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, 
jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau 
matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang 
disebutkan dalam angka 1 dan angka 3. 
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Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga 
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan 
kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang 
memberatkan. 
Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP 
sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang 
terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan 
terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari 
kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap 
orang. 
 
d. Pencurian dalam keluarga  
Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 
KUHP yang berbunyi: 
(1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu 
kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang 
suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat 
tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap 
siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan 
penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan 
kejahatan tersebut, 
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja 
makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau 
merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik 
dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai 
derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah 
dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat 
dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, 
terhadap siapa telah dilakukan kejahatan. 
(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak 
itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka 
ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang 
lain tersebut. 
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Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP 
ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku 
maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, 
apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu 
(orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. 
 
D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
1. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan 
  Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan 
sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-
cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam 
dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari 
hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan 
dalam Pasal 362 KUHP17. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 
KUHP. 
  Tindak pidana pencurian dengan unsur–unsur yang 
memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut 
gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk 
undang-undang telah diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi18 : 
1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun :  
a. Pencurian ternak; 
b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang;  
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 Ibid, Wiryono Projodikoro, Hlm.19 
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 P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, 2009, DELIK-DELIK KHUSUS:Kejahatan Terhadap Harta 
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c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak 
dikehendaki oleh yang berhak;  
d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;  
e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 
dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau 
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 
pakai jabatan palsu. 
2. Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun.  
 
 Dan pada pasal 365 KUHP berbunyi : 
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun 
dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, 
atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan 
bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan 
kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri 
tetap tinggal di tangannya.  
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :  
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah 
kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan;  
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
bersama-sama; 
c. Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan 
kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, 
d. atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 
pakaian jabatan palsu; 
e. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.  
3. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun 
jika perbuatan itu berakibat matinya orang; 
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
selam-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu 
berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu 
dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi 
pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam 
nomor 1 dan nomor 2.  
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2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan 
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 
363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 
dan Pasal 365 KUHP adalah : 
1. Pencurian Ternak  
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang 
memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 
KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak 
dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan 
sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, 
dan lain sebagainya19. Unsur “ternak” menjadi unsur yang 
memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat 
(Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.  
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, 
gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta 
api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 
ayat (1) ke-2 KUHP).  
Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak 
perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena 
bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena 
ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya20. Dengan kata lain, dapat 
dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang 
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 Wiryono Projodikoro, Op.cit., Hlm.21 
20 Ibid, Wiryono Projodikoro, Hlm.22 
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terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut 
mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan 
pencurian. 
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 
di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 
363 ayat (1) ke-3 KUHP).  
Ad. 1. Unsur “malam”  
Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan 
“malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. 
Ad. 2. Unsur “dalam sebuah rumah”  
Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang 
dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk 
gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh 
gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah 
gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang 
diperuntukkan untuk kediaman.  
Ad. 3. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”  
Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya 
sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, 
tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu 
dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar 
yang seluruhnya mengelilingi pekarangan,tetapi cukup apabila 
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pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari 
sekelilingnya.21 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).  
Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama 
dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-
sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak 
perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak 
cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu 
mengambil barang-barang. 
Dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan), bukan kata 
begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua 
orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari 
Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. 
Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada 
seorang pelaku (dader) dan ada seorang pembantu (medeplichtige) 
dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP22.  
Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah 
mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan 
pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan 
mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk 
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 Ibid, Wiryono Projodikoro, Hlm.22 
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menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan 
mereka diketahui orang lain. 
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya 
(Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).  
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam 
suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi 
apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari 
suatu peti rusak. 
Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi 
lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui 
lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan 
untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.  
Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kuci palsu diperluas hingga 
meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk 
membuka kunci, seperti sepotong kawat.23 
Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah 
perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan 
oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan 
membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah 
rumah.24 
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Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP adalah : 
1. Unsur–unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) 
KUHP, adalah: 
a. Pencurian  
b. Didahului atau disertai atau diikuti. 
c. Kekerasan atau ancaman kekerasan. 
d. Terhadap orang. 
e. Dilakukan dengan maksud : Mempersiapkan atau; 
Memudahkan atau; Dalam hal tertangkap tangan Untuk 
memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; 
Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri. 
2. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, 
adalah : 
a. Waktu malam. 
b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
dirumahnya. 
c. Di jalan umum. 
d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
3. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, 
adalah : 
a. Dua orang atau lebih. 
b. Bersama-sama. 
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4. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, 
adalah : 
a. Didahului, disertai, atau diikuti. 
b. Kekerasan atau ancaman kekerasan. 
c. Dengan maksud mempersiapkan. 
d. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau; 
e. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam 
palsu. 
5. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, 
adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur 
dalam Pasal 90 KUHP, yaitu : 
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh 
sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut. 
b. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan 
tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya. 
c. Kehilangan salah satu panca indera. 
d. Mendapat cacat berat. 
e. Menderita sakit lumpuh. 
f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih. 
g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.  
6. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP 
adalah : 
a. Didahului, disertai atau diikuti; 
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b. Kekerasan atau ancaman kekerasan; 
c. Mengakibatkan kematian.  
7. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP 
adalah : 
a. Mengakibatkan luka berat atau; 
b. Kematian; 
c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih; 
d. Dengan bersekutu; 
e. Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3. 
 
E. Pengertian Anak 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak 
merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang, dialah yang turut 
berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup 
bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari 
generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut 
remaja dan dewasa.25 
Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak 
menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. 
Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak atau United Nation Convention on 
Right of the Child. 
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Menurut Nicholas Mc. Bala dalam bukunya juvenile justice system 
mengatakan:26 
“Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan 
kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga 
masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan 
untuk membahayakan orang lain.” 
 
Dalam hukum Islam juga memberikan pengertian tentang anak. 
Menurut Islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak 
ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki maupun 
anak perempuan. Anak dikatakan belum baliq atau belum berakal dimana 
mereka dianggap belum cakap untuk bertindak. Seseorang dikatakan 
baliq atau dewasa jika telah memenuhi sifat dibawah ini: 
a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun. 
b. Telah keluar air mani bagi laki-laki. 
c. Telah datang bulan (haid/mestruasi) bagi perempuan. 
 Sudut pandang yuridis, dimana undang-undang menyebut batas 
umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa ketentuan yang  dirumuskan dalam undang-undang lainnya, 
yakni: 
a. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak 
sampai batas umur maksimum 16 tahun. 
b. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, 
seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun. 
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c. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur 
maksimum 18 tahun. 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 1 yaitu : 
“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 
 
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal 
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam arti, tidak sedang 
terkait dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Jika 
sedang terkait perkawinan dan perkawinannya putus karena perceraian, 
anak tetap dianggap dewasa walaupun umurnya belum genap 18 
(delapan belas) tahun. 
 Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 1/PUU-
VIII/2010, telah mengubah batas minimal usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban hukum menjadi 12 (dua belas) tahun. Usia 12 tahun 
secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan 
intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa 
Indonesia.  
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia 
anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. 
Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya secara pidana. 
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F.  Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku 
Tindak Pidana 
 Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku tindak pidana menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak Pasal 22 adalah sanksi pidana dan tindakan. 
1. Sanksi Pidana 
 Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai 
berikut: 
1.1. Pidana pokok 
  Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku 
delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 
23 ayat (2) yaitu : 
a. Pidana Penjara  
 Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu perdua dari 
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”  
 
Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, 
melakukan delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun”. 
 
Menurut Pasal 26 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, 
belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak 
nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada 
negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”.  
 
Menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi:  
“apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf a, 
belum mencapai umur 12 tahun melakukan delik yang diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak 
nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24”.  
 
b. Pidana kurungan  
Menurut Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa:  
“pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Huruf a, paling lama satu 
perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang 
dewasa”. 
 
c. Pidana denda  
Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa : 
"Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling 
banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi 
orang dewasa." 
 
Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa:  
"apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ternyata 
tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja".  
 
Menurut Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa:  
"wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 
hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta 
tidak dilakukan pada malam hari".  
 
d. Pidana pengawasan  
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa : 
"pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling 
singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun".  
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Menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa:  
“Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1, maka anak tersebut ditempatkan di bawah 
pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. 
 
Menurut Pasal 30 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi bahwa :  
"Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana 
pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan".  
 
1. 2. Pidana tambahan 
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak Pasal 23 ayat (1) yaitu :  
a. Perampasan barang-barang tertentu  
 Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan 
kejahatan atau barang yang dipakai untuk melakukan delik. Pada 
umumnya barang-barang yang boleh dirampas harus kepunyaan 
terhukum. 
 
b. Pembayaran ganti rugi  
Menurut Gatot Supramono mengemukakan bahwa27 : 
"pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan 
merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang 
menjalankan kekuasaan orang tua". 
 
2. Sanksi Tindakan  
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak sebagai berikut :  
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a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh  
   Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau 
orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan 
bimbingan. Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti 
kegiatan kepramukaan dan lain- lain.28 
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja  
   Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau 
orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang 
lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kerja dimaksudkan untuk 
memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan 
memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, 
perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah selesai menjalani 
tindakan dapat hidup mandiri.29 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja. 
   pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja 
diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
atau Departement Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak 
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menghendaki hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan 
diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti 
pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan 
memperhatikan agama anak yang bersangkutan.30 
Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) berbunyi 
bahwa :  
"tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat 
disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh 
Hakim". Dimana teguran yang dimaksud adalah peringatan dari 
hakim baik langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun 
secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua 
asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang 
mengakibatkan anak tersebut dijatuhi tindakan. Sedangkan maksud 
dari syarat tambahan adalah kewajiban untuk melapor secara 
periodik kepada Pembimbing Kemasayarakatan”. 
 
G. PUTUSAN HAKIM 
Macam-macam putusan hakim dalam persidangan di pengadilan 
adalah sebagai berikut: 
1. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima 
pada dasarnya termasuk kekurangcermatan jaksa penuntut umum, sebab 
putusan tersebut dijatuhkan karena : 
a. Pengaduan  yang diharuskan bagi penuntut dalam delik aduan 
tidak ada. 
b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili. 
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c. Hak untuk penuntutan telah hilang karena kadaluarsa (verjaring). 
2. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas Dari Segala 
Tuntutan Hukum 
Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 
tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat 
disebabkan karena: 
a. Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak 
pidana. 
b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa 
tidak dapat dihukum.Keadaan istimewa tersebut antara lain: 
 Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP); 
 Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP); 
 Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP); 
 Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); 
 Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP). 
3. Putusan Bebas 
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari 
hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP). 
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4. Putusaan Pemidanaan Bagi Terdakwa 
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
padanya.Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta 
kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan.Sebagai 
hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal 
dan adil, harus memperhatikan: 
a. Sifat tindak pidana. 
b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana. 
c. Keadaan atau suasana waktu dilakukannya tindak pidana. 
d. Pribadi terdakwa. 
e. Sebab-sebab melakukan tindak pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan. 
g. Kepentingan umum 
Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif 
dalam Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yang mengatur tentang muatan surat putusan adalah sebagai 
berikut: 
a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : 
DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. 
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c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
h. Pernyataan kesalahan terdakwam pernyataan telah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaannya atau tindakan yang dijatuhkan 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik 
dianggap palsu 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan 
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l. Hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutus, nama panitera. 
 Kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 
ayat (1) diancam dengan pembatalan oleh ayat (2). Menurut Pasal 197 
ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan 
dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,k dan I Pasal ini mengakibatkan 
putusan batal demi hukum (nulliteit). Putusan batal demi hukum, 
dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki 
kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan 
(eksekusi). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau 
lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota Makassar. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka 
penulis menetapkan lokasi panelitian pada Pengadilan Negeri Kota 
Makassar. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian tersebut 
adalah karena Pengadilan Negeri Kota Makassar adalah tempat 
diputuskannya perkara pidana dengan Putusan Nomor 
1274/PID.B/2013/PN.Mks. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) 
kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah 
menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
dengan anak sebagai pelakunya. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi 
kepustakaan yakni melalui peraturan perundang-undangan, salinan 
putusan pengadilan, literatur- literatur, buku, makalah, artikel serta 
38 
bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan 
dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 
sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, 
peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang 
didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan 
wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum yang berkompeten, 
dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani perkara pencurian 
dengan pemberatan dengan anak sebagai pelakunya. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun 
data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik 
analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses 
pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan 
dianggap telah cukup kemuadian data tersebut diolah dan dianalisis 
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dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan berlandaskan 
kepada dasar- dasar pengetahuan umum kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak 
dalam Studi Kasus Putusan No. 1274/Pid.b/2013/Pn.Makassar 
 
Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus 
Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2013/PN.Mks yang didakwa dengan dakwaan 
yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar 
Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP. 
 
1. Posisi Kasus 
Permulaan kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013, 
sekitar pukul 03.00 bertempat di rumah saksi Jimmy yang terletak di Jalan 
Beruang No. 72 A kota Makassar. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 
sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa I IMAM SYAH Bin Wasio bersama 
dengan terdakwa II ANDI ASRIANTI Binti HAMRAN memanjat pagar 
rumah saksi JIMMY kemudian naik keatas atap dan masuk melalui teras 
lantai atas dan bersembunyi di dalam gudang. 
Terdakwa II turun kebawah mengambil kunci gudang dan kunci 
pintu utama. Terdakwa I masuk ke dalam kamar tersebut dengan 
menggunakan kunci pintu kamar yang satu yang saat itu terpasang 
karena kunci kamar yang satu bisa dipakai untuk pintu yang satunya lagi. 
Terdakwa I mengambil Laptop di dalam kamar bagian depan diatas 
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tempat tidur sedangkan emas di atas meja hias dan uang diambil di dalam 
brangkas dalam lemari pada kamar bagian belakang. 
Terdakwa II membuka brangkas dengan menggunakan kunci 
brangkas yang ditemukan di bawah lipatan pakaian dan terdakwa I 
mengambil uang dalam brangkas. Setelah mengambil barang tersebut 
kedua terdakwa kemudian lari menyebrang melalui atap rumah dan 
akhirnya kedua tersangka sampai diatap rumah warga jalan Macan.Pada 
saat itu pemilik rumah saksi M. RUSDI curiga dan langsung 
mengamankan kedua terdakwa dan tas yang terdakwa bawa, kemudian 
kedua terdakwa dibawah dan diamankan ke Polsek Mamajang. Akibat 
perbuatan terdakwa, saksi Jimmy mengalami kerugian sekitar Rp. 
54.000.000.- (lima puluh empat juta rupiah). 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
 Berdasarkan perkara sebagaimana tersebut diatas, maka surat 
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan yang disusun 
dalam bentuk dakwaan tunggal, menurut Andi Hamzah, surat dakwaan 
disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan 
tindak pidana hanya satu perbuatan saja, penyusunan dakwaan tunggal 
merupakan penyusunan dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan 
penyusunan surat dakwaan lainnya, karena penuntut umum hanya 
memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.31 
 
                                                             
31 Andi Hamzah,1987, Surat Dakwaan, Alumni, Bandung, Hlm 17 
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DAKWAAN : 
 Bahwa mereka terdakwa I IMAM SYAH Bin WASIO bersama 
dengan terdakwa II ANDI ASRIANTI Binti HAMRAN, pada hari Minggu 
tanggal 7 Juli 2013, sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Beruang 
No. 72 A Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah 
mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam 
berisikan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer Type 4736 warna hitam, 1 
(satu) buah tempat perhiasan warna biru muda berisikan 8 (delapan) 
buah cincin emas terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dengan 
permata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas dengan permata 
warna biru, dan 6 (enam) buah cincin emas dengan permata warna 
putih, dan 1 (satu) buah tas merek Export warna biru muda, yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni IR.A. JIMMY 
THIORITZ, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
dengan bersekutu, dan dilakukan dengan cara memanjat pagar 
rumah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekitar pukul 03.00 
Wita, terdakwa I IMAM SYAH Bin WASIO bersama dengan 
terdakwa II ANDI ASRIANTI Binti HAMRAN memanjat pagar rumah 
saksi JIMMY. Kemudian naik ke atas atap dan masuk melalui teras 
lantai atas dan bersembunyi di dalam gudang 
- Sekitar pukul 12.00 Wita kedua terdakwa turun ke lantai 1 rumah 
tersebut, kemudian terdakwa II ANDI ASRIANTI mengambil kunci 
gudang dan kunci pintu utama, dan terdakwa I IMAM SYAH 
mengambil laptop didalam kamar bagian depan diatas tempat tidur 
sedangkan emas diatas meja hias dan uang diambil dalam 
brangkas dalam lemari pada kamar bagian belakang. 
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut kedua terdakwa 
kemudian lari menyebrang melalui atap rumah dan akhirnya kedua 
terdakwa sampai diatap rumah warga jalan Macan 
- Pada saat itu pemilik rumah saksi M. RUSDI curiga dan langsung 
mengamankan kedua terdakwa, dan terdakwa diserahkan ke 
Polsek Mamajang untuk proses lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 
363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.------------------------------------------
--------- 
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3. Tuntutan Penuntut Umum 
 Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan Tedakwa I Imam Syah bin Wasio dan Terdakwa II Andi 
Asrianti binti Hamran bersalah melakukan tindak pidana pencurian 
dalam keadaan memberatkan,sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-
3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana ; 
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa I Imam Syah bin Wasio dan 
Terdakawa II Andi Asrianti binti Hamran masibg-masing dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para 
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 
 1 (satu) unit laptop Merk Acer type 4736 warna hitam. 
- 1 (satu) buah tempat perhiasan warna biru muda berisikan 8 
(delapan) buah cincin emas terdiri dari : 
 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hijau. 
 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna biru. 
 6 (enam) buah cincin emas dengan permata warna 
putih. 
- 1 (satu) buah tas merk Export warna biru muda. 
Dikembalikan kepada saksi Ir. Jimmy Thioritz.  
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; 
 
 
4. Amar Putusan Hakim 
Adapun amar putusan hakim adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa I Imam Syah bin Wasio dan Terdakwa II 
Andi Asrianti binti Hamran telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian 
dalam Keadaan Meberatkan”. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana 
penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan  dan 15 (lima belas) 
hari ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti : 
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) unit laptop 
merk Acer type 4736 warna hitam ; 
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- 1 (satu) buah perhiasan warna biru muda berisikan 8 (delapan) 
buah cincin emas terdiri dari : 1 (satu) buah cincin emas dengan 
permata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas dengan 
permata warna biru, 6 (enam) buah cincin emas dengan 
permata warna putih. 
Dikembalikan kepada saksi korban Ir. Jimmy Thoritz 
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; 
 
5. Analisis Penulis 
 Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik 
yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
nomor: PDM-562/MKS/Ep.1/07/2013 dan diterapkan dalam putusan 
nomor: 1274/Pid.B/2013/PN.Mks yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 
ke-5 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 
1. barangsiapa ; 
2. mengambil suatu barang ; 
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; 
4. Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ; 
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; 
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu  
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
atau pakaian jabatan palsu. 
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Penjelasan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 
adalah sebagai berikut : 
Unsur barang siapa 
  Barang siapa yang dimaksud disini adalah subjek hukum pidana, 
yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut 
hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tersangka 
dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah Imam Syah bin Wasio 
bersama dengan terdakwa Andi Asrianti binti Hamran. 
 Para terdakwa dakam proses persidangan dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani, dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban. 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah 
terpenuhi. 
Unsur mengambil suatu barang 
 Mengambil suatu barang diartikan sebagai suatu tindakan 
memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam 
penguasan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri. Moch Anwar 
mengartikan kata „mengambil‟ dalam tindak pidana pencurian sebagai 
berikut32 : 
“unsur „mengambil‟ mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan 
perkembangan masyarakat. „mengambil‟ pada mulanya diartikan 
memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti 
membawa barang ke dalam kekuasaannya yang nyata. Perbuatan 
„mengambil‟ berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada 
di bawah penguasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan 
barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak 
selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya 
dari kekuasaan pemilik.” 
 
                                                             
32 Moch Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid 1), Alumni, Bandung,Hlm.17 
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 Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di 
persidangan yakni, bahwa kejadian pencurian tersebut, pada hari Minggu 
tanggal 07 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 Wita dirumah saksi Jimmy di jalan 
Beruang No.72 A Makassar, bahwa barang milik saksi Jimmy yang diambil 
oleh kedua terdakwa berupa uang tunai sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga 
puluh juta rupiah) dan 12 (dua belas) cincin emas milik istri saksi dan 1 
(satu) unit laptop merk Acer type 4736 warna hitam. 
 Dari defenisi diatas dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa para tersangka telah memindahkan 
barang yang bukan miliknya ke tempat lain untuk dimilik sendiri, barang 
tersebut memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan pertimbangan hukum 
tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi. 
Unsur yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 
 Moch Anwar mengartikan „barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain‟ sebagai berikut33 : 
Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari 
arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi 
bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai 
barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang 
bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari 
harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus 
ditafsirkan sebagai sesuatu yang memiliki nilai di kehidupan 
ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain 
pada keseluruhannya sedangkan objek pencurian, atau sebagian 
lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada 
pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang-
barang dalam keadaan „res nellius‟ dan „res derelictae‟. 
                                                             
33Ibid, Moch Anwar, 1986, Hlm 18 
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 Untuk membuktikan adanya unsur tersebut dalam kasus ini, hakim  
mendasarkan pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Imam 
Syah bin Wasio bersama dengan terdakwa Andi Asrianti binti Hamran di 
persidangan di dapat fakta sebagi berikut : bahwa 1 (satu) buah tas 1 
(satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit laptop Merk Acer type 
4736 warna hitam, 1 (satu) buah tempat perhiasan cincin emas warna biru 
muda berisikan 8 (delapan) buah cincin emas terdiri dari 1 (satu) buah 
cincin emas dengan permata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 
dengan permata warna biru, dan 6 (enam) buah cincin emas dengan 
permata warna putih, dan 1 (satu) buah tas merk Export warna biru muda. 
Yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukanlah milik 
kedua terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Ir. 
Jimmy Thioritz. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka 
unsur ketiga ini telah terpenuhi. 
Unsur dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum 
 Dalam unsur secara melawan hukum, pada umumnya adalah 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Istilah ini 
terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk 
memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum diartikan 
sebagai perbuatan memiliki yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan 
sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah 
milik orang lain.34 
                                                             
34Ibid, Moch Anwar, 1986, hlm.19 
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 Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa 
di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa 
telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) unit 
laptop Merk Acer type 4736 warna hitam, 1 (satu) buah tempat perhiasan 
cincin emas warna biru muda berisikan 8 (delapan) buah cincin emas 
terdiri dari 1 (satu) buah cincin emas dengan permata warna hijau, 1 (satu) 
buah cincin emas dengan permata warna biru, dan 6 (enam) buah cincin 
emas dengan permata warna putih, dan 1 (satu) buah tas merk Export 
warna biru muda tanpa sepengatahuan atau se izin pemiliknya yakni saksi 
Ir. Jimmy Thioritz. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka 
unsur keempat ini telah terpenuhi. 
Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang 
yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 
berhak;  
 Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa 
di pengadilan pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa pada 
hari Minggu tanggal 7 juli 2013 sekitar pukul 03.00 wita masuk kerumah 
tersebut dan bersembunyi didalam gudang. Berdasarkan fakta tersebut 
diatas maka unsur ini telah terpenuhi. 
Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
 Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa 
di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa 
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yakni Imam Syah bin Wasio bersama dengan Andi Asrianti binti Hamran 
telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar 
pukul 14.00 wita, di rumah saksi Jimmy di jalan beruang No. 72 A 
Makassar. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah 
terpenuhi. 
Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk 
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 
 Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa 
di pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa 
yakni Imam Syah bin Wasio bersama dengan Andi Asrianti binti Hamran 
telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2013 sekitar 
pukul 14.00 wita, di rumah saksi Jimmy di jalan beruang No. 72 A 
Makassar. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar 
rumah tersebut kemudian naik keatas atap dan masuk melalui teras lantai 
atas. 
 Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas yang didasarkan 
atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik 
melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun 
petunjuk yang diajukan dalam persidangan yang dibenarkan oleh para 
saksi dan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan menurut hukum. 
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 Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-pasal 
yang dipersangkakan kepada para terdakwa dan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah 
terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi 
dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur- unsur 
dalam KUHPidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5. 
Menurut penulis, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan 
perundang-undangan dan kebiasaan yang terjadi dalam praktik sehingga 
tidak ada masalah terhadap dakwaan Penuntut Umum. Sehubungan 
dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi. 
B.  Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan 
No.1274/Pid.B/2013/PN.Mks 
 
 Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, 
seorang hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan 
seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah 
tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai 
dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya 
harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. 
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 Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat 
dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap 
tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan 
pemidanaan. 
1. Pertimbangan Hakim 
 Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat 
dakwaan Nomor.Reg.Perk.: PDM-562/Mks/Ep.1/07/2013 tanggal 21 
Agustus 2013 yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP; 
 Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa 
penuntut umum, atas pernyataan hakim terdakwa menyatakan mengerti 
dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut; 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar 
keterangannya dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang 
masing-masing 1. Ir.A.Jimmy Thoritz dan 2. M. Rusdi Bin Burhanuddin, 
sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara; 
 Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana 
keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa; 
 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah atas “pencurian dalam keadaan memberatkan”; 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa 
Imam Syah Bin Wasio Dkk, terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya 
52 
dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagai berikut: 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Bahwa Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. 
 
Hal-hal yang meringankan : 
- Bahwa para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi; 
- Bahwa para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; 
- Bahwa para terdakwa masih muda dan masih sekolah; 
  
 Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan 
seluruhnya dari masa tahanan yang diatuhkan; 
 Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan; 
 Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus 
dibebani pula membayar biaya perkara; 
 Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan 
ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan. 
 
2. Analisis Penulis 
 Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis baik itu melalui 
proses wawancara dengan hakim anak maupun studi kasus kepustakaan 
mengenai hal yang diteliti oleh penulis, maka penulis membuat 
kesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim terlebih 
dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan 
dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang 
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
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 Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh Undang-
undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-
benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya 
diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan 
kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana. 
 Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan 
wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu 
Makmur,SH,MH, beliau memberikan gambaran mengenai perkara yang 
melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana: 
“Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga 
pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah seorang 
anak” 
 
 Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, 
hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan 
Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang 
bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Adapula pertimbangan non 
yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 
perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. 
 Hakim anak mendasarkan pembuktiannya terhadap kesalahan 
terpidana berdasarkan 3 alat bukti yang sah yang diatur di dalam Pasal 
184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Di dalam memutuskan perkara ini, Hakim Anak memperimbangkan 2 
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(dua) orang saksi, yakni Ir. A. Jimmy Thoritz dan M. Rusi Bin Burhanuddin 
yang pada kesaksiannya menerangkan bahwa para Terdakwa memang 
benar telah melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) 
poin ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. 
 Mengenai alat bukti “petunjuk”, Hakim Anak memperolehnya 
dengan cara menghubungkan secara logis dan sistematis keterangan 
para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang berupa 1 
(satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) unit laptop merk Acer type 
4736 warna hitam serta 1 (satu) buah perhiasan warna biru muda 
berisikan 8 (delapan) buah cincin emas terdiri dari : 1 (satu) buah cincin 
emas dengan permata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas dengan 
permata warna biru, 6 (enam) buah cincin emas dengan permata warna 
putih. 
Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum 
untuk membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah 
memenuhi unsur formil dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 
183 KUHAP yang mengatur bahwa : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
 Hakim memang harus menegakkan ketentuan Undang-undang 
tetapi tidak mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan 
dengan suatu tindak pidana. Dari hasil wawancara penulis dengan hakim 
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di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Makmur,SH,MH, beliau berpendapat 
bahwa : 
“Bagian pertimbangan hakim dalam suatu putusan itu sangatlah 
penting. Dalam pertimbangan ini tercermin hal-hal apa saja yang 
menjadi dasar penjatuhan vonis, baik itu secara yuridis maupun 
dilihat dari sosilogis dan psikologisnya”. 
 
 Selama dalam proses persidangan terdapat juga laporan 
pertimbangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, kantor wilayah Sulawesi Selatan, Balai Permasyarakatan 
(BAPAS) kelas 1 Makassar. Dimana inti dari kesimpulan dan saran dari 
BAPAS tersebut ialah : 
1. Berdasarkan hasil penelitian/penyidikan Polsek Mamajang, klien 
saat ini diduga telah melanggar pasal 363 KUHPidana, pada hari 
Minggu tanggal 7 Juli 2013, saat ini klien dalam proses hukum yang 
membuat ketidak stabilan emosional klien karena merasa cemas 
dan takut atas sanksi hukum atau tindakan yang akan diterimanya. 
2. Pada saat ini langkah tegas lewat penegakan hukum untuk 
memperbaiki sikap dan perbuatan yang dilakukan klien perlu 
kiranya mendapat tindakan atau sanksi terhadap klien, namun 
tindakan sanksi yang diberikan kepada klien bukan berarti 
melakukan pembalasan lewat penghukuman tetapi lebih tepat 
kepada pendekatan, pembinaan moral yang sifatnya mendidik, 
membimbing dan mengayomi klien, agar klien bias menjadi anak 
yang berguna di dalam keluarga, masyarakat dan lingkungannya 
serta berbakti kepada orang tua dimasa yang akan datang serta 
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berprilaku baik agar perbuatan yang dilakukannya tidak terulang 
lagi. 
Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan 
laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan 
sebagaimana tertera dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997 tentang pengadilan anak : 
(2)putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari 
Pembimbing Kemasyarakatan. 
 
Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan “wajib” adalah 
apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusan batal 
demi hukum. Mengenai pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan 
diatur lebih lengkap dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang 
No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang akan mulai 
berlaku pada akhir Juli 2014 : 
(3)hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum 
menjatuhkan putusan perkara. 
(4)dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan 
Hakim, putusan batal demi hukum. 
 
 Berkaitan dengan laporan Balai Permasyarakatan, penulis 
melakukan wawancara kepada hakim anak yaitu Makmur,SH,MH beliau 
berpendapat bahwa : 
“Pertimbangan hakim dalam hal menyikapi laporan Balai 
Permasyarakatan itu bersifat subjektif, bahwa dalam memutus 
perkara ini hakim mengacu pada ketentuan Pasal 22, 23 dan 24 UU 
No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pada pokoknya 
hakim dapat memberikan sanksi pidana atau tindakan. Pemberian 
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putusan ini sepenuhnya menjadi wewenang hakim dalam 
menentukan apakah akan memberikan sanksi pidana ataupun 
tindakan. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan tetap 
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang 
dilakukan oleh BAPAS, dimana hakim dalam memutuskan 
menjatuhkan putusan yang tidak hanya mengutamakan 
pembalasan tetapi haruslah selalu berpedoman pada tujuan 
pemidanaan. Selain itu hakim menjatuhkan sanksi pidana karena 
hakim mempertimbangkan berat/ringannya tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak yang bersangkutan.” 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terbukti 
melakukan tindak pidana dapat diterapkan dua pilihan yaitu pidana atau 
tindakan sesuai tertera dalam Pasal 22 UU No.3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, yaitu : 
“Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau 
tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.” 
 
Dalam undang-undang tentang anak tidak membahas secara tegas 
syarat-syarat dalam menjatuhkan apakah anak itu diberikan sanksi pidana 
atau tindakan sehingga dalam memutuskan suatu perkara tentang anak 
sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam hal 
ini tidak hanya melihat dari aspek yuridisnya tetapi juga melihat dari segi 
sosiologis maupun psikologisnya. 
Dilihat dari kecakapan usia, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Peradilan Anak yang telah direvisi melalui putusan Mahkamah 
Konstitusi, diatur bahwa: 
“Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak 
adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” 
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Oleh karena itu, Anak Nakal yang berusia di bawah 12 (dua belas) 
tahun pada waktu melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke 
Sidang Anak dan oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
lewat penjatuhan sanksi pidana. Karena, pada waktu melakukan tindak 
pidana para pelaku telah berusia 15 (lima belas) tahun dan 14 (empat 
belas) tahun, maka usia dari para terdakwa telah memenuhi kategori 
lingkup usia yang dapat diterapkan sanksi pidana atau tindakan. 
Putusan hakim telah sesuai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
26 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak 
yaitu ½ dari sanksi pidana maksimal pada orang dewasa. Dimana 
hakimnya memutuskan 3 (tiga) bulan pidana penjara sedangkan pidana 
penjara maksimal yang dapat diterapkan pada kasus pencurian yang 
disertai pemberatan ini maksimal 9 tahun. 
Dari hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar 
terdakwa bisa menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan 
perbuatan pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono 
Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana 
ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memeperbaiki 
orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang 
baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan hal-
hal sebagai berikut : 
1. Hakim Anak dalam memutus perkara Nomor 1274/Pid.B/2013/PN. 
Mks. telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
pidana materiil dan formiil sehingga putusan tersebut sah secara 
hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan 
bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
telah terpenuhi. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan dalam Putusan Nomor: 1274/Pid.B/2013/PN.Mks yakni 
dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam 
Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu 
dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dimana 
berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. 
Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim 
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terhadap para terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan 
hukum pidana. 
 
B. Saran 
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan 
ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam 
hal ini dikategorikan sebagai anak, sehingga ancaman-ancaman 
pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam memberikan 
sanksi bagi anak.  
2. Hakim Anak dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak nakal 
harus memperhatikan dengan cermat kondisi psikis dan sosial dari 
si anak dan masyarakat setempat sehingga putusan tersebut tidak 
membuat si anak jadi merasa tertekan dan depresi sehingga 
hasilnya malah merusak si anak, bukan memperbaiki dan juga lebih 
mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan. 
3. Sebaiknya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk 
memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan 
menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai 
dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya merugikan 
anak itu sendiri. 
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